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Abstrak
 

Krisis multi dimensi yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari adanya persaingan usaha tidak sehat

dengan segala bentuknya. Terjadinya pemusatan ekonomi pada segelintir pihak dan praktek-praktek

monopoli membuat pasar menjadi terdistorsi dan membahayakan pertumbuhan perekonomian yang didasari

pada persaingan usaha yang sehat. Banyaknya kasus-kasus persekongkolan tender yang terjadi di Indonesia

mengindikasikan bahwa selama ini kesempatan berusaha tidak mendapatkan perlindungan yang memadai,

dan hanya dapat dinikmati oleh pihakpihak yang kuat dan dekat dengan kekuasaan. Lahirnya Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

diharapkan mampu untuk mengurangi bahkan menghilangkan praktek-praktek persekongkolan tender di

Indonesia. Dalam hukum persaingan usaha dikenal dua macam metode pendekatan yang digunakan dalam

menganalisis kasus-kasus persaingan usaha, yaitu per se illégal dan rule of reason.

Terdapat perbedaan mendasar antara kedua metode pendekatan tersebut. Pendekatan rule of reason

membutuhkan analisis ekonomi untuk mengetahui akibat dari perbuatan tersebut, sedangkan per se ¿Ilegal

tidak lagi mensyaratkan adanya analisis ekonomi. Dalam Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 yang mengatur

mengenai persekongkolan tender terlihat menggunakan analisis secara rule of reason, dimana hal tersebut

bertolak belakang dengan beberapa putusan KP PU yang menggunakan pendekatan per se illégal.

Penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di negara-negara lain adalah menggunakan pendekatan per se illégal

dalam kasus-kasus persekongkolan tender (bid rigging) bahkan dipertegas dengan mengkategorikan sebagai

perbuatan pidana.

Hal ini menunjukkan bahwa P'asal 22 UU No.5 Tahun 1999 perlu diadakan perubahan mengingat

persekongkolan tender sama sekali tidak berkaitan dengan struktur pasar (structure), dan tidak terdapat

unsur pro-persaingan sama sekali. Persekongkolan tender lebih mengutamakan perilaku (behavior) berupa

perjanjian untuk bersekongkol iconspiracy) yang pada umumnya dilakukan secara diam-diam. Hal tersebut

juga perlu dilakukan agar terdapat kesesuaian dengan penanganan kasus-kasus persekongkolan tender di

negara-negara yang telah berpengalaman, sehingga tercipta suatu konvergensi antara aturan hukum di

Indonesia dengan negara lain, sepanjang hal tersebut bermanfaat dan baik untuk diaplikasikan.(is)
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